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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 51 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-KAB/V/2018

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelipatan Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelipatan Surat Suara
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang —
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang — undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Peubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daearah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tetntang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komsi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas
Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
dan Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umuin Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305 /HK.03.1-
Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor
65/BA/1605/KPU-Kab/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
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Pertanfa :  Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang,
Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018

Ketiga ¢ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah
segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kesalahan dan kekliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal 128 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
5/ _KETUA,\

43

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang

3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti
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Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Standar
Operasional (SOP) Pelipatan Surat Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur SUMSEL Tahun 2018
Nomor : 51/HK.03.1-KPT/1605/KPU-KAB/V/2018
Tanggal : 28 Mei 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

Pelipatan Surat Suara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 Pukul 09.00 Wib di KPU Kabupaten Musi
Rawas;

Peserta Pelipatan Surat Suara wajib datang 30 Menit sebelum dilaksanakan Pelipatan Surat Suara;

Peserta dilarang membawa senjata tajam, korek api, makanan, minuman dan anak kecil yang menyebabkan
terganggunya pelipatan Surat Suara;

Dilarang merokok bagi yang tidak berpuasa;

Dilarang membawa Tas, Kantong Plastik atau sejenisnya;

Peserta yang ikut dalam Pelipatan Surat Suara harus mengabsensi Daftar Hadir;

Peserta Pelipatan Surat Suara diberikan 1 kardus per orang;

Surat Suara sebelum dilipat diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat cacat seperti robek, sudah tercoblos,
gambar surat suara tidak jelas/tidak berwarna, tidak terdapat 4 (empat) Pasangan Calon Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Surat Suara yang sudah diperiksa oleh peserta dan tidak terdapat cacat maka Surat Suara dilipat;

Apabila terdapat Suarat Suara yang cacat maka peserta diwajibkan melapor kepada Tim Pengawasan Proses
Logistik (Sekretaris KPU, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Bendahara Barang);

Surat Suara diikat dengan karet pengikat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

Apabila telah selesai dilipat dan diikat dengan karet pengikat maka Surat Suara dimasukkan dalam kardus
dan dilaporkan kepada Tim Pengawasan Proses Logistik (Sekretaris KPU, Kasubag Keuangan, Umum dan
Logistik dan Bendahara Barang);

Pelaksanaan Pelipatan Surat Suara berakhir pada pukul 16.00 Wib dan apabila peserta belum selesai
dilaksankan maka dibayar sesuai dengan jumlah Surat Suara yang selesai dilipat;

Standar Operasional Prosedur untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan bahwa
segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di  : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UPATEN MUSI RAWAS
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